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BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR444jKep.417-DINKESj2021

TENTANG

PENETAPANDESALOKUSPENURUNANDANPENCEGAHANSTUNTING
DI KABUPATENMAJALENGKATAHUN2022

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan
penurunan stunting di Kabupaten Majalengka, perlu
dilakukan intervensi penanganan secara spesifik,
sistematis dan terpadu berdasarkan klasifikasi
wilayah dengan jumlah permasalahan stunting;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Desa Lokus Penurunan
danPencegahan Stunting di Kabupaten Majalengka
Tahun 2022.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang 2
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(LembaranNegaraTahun 2015 Nomor58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 ten tang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 100);

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

10. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan
Ketahanan Pangan Nomor
43/Permentan/Ot.140/7/2010 tentang Pedoman
Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan
Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014
tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014
tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

15. Peraturan Daerah 3
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2019
tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Desa Lokus Penurunan dan Pencegahan Stunting Di
Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dengan Daftar Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tangal 5 Mei 2021

BUPATIMAJALENGKA

~
KARNASOBAHI
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KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA
Nomor 444jKep.417-DINKESj2021
Tanggal 5 Mei 2021
Tentang PENETAPAN DESA LOKUS PENURUNAN

DAN PENCEGAHAN STUNTING DI
KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2022.

DAFTARDESA LOKUS PENURUNANDAN PENCEGAHAN STUNTING
DI KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2022

NO DESAjKELURAHAN KECAMATAN

1 Cibunut

2 Argalingga

3 Sukasari Kaler

4 Cikaracak
Argapura

5 Haurseah

6 Sadasari

7 Salado

8 Argasari

9 Margamukti Talaga

10 Gunungmanik

11 Jatipamor

12 Bantarjati Kertajati

13 Heuleut Leuwimunding

14 Batujaya

15 Kutamanggu

16 Karayunan

17 Tajur
Cigasong

18 Tenjolayar

19 Cigasong

20 Cikasarung Majalengka

21 Kalapadua Lemahsugih

22 Jatitengah Jatitujuh
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NO DESAjKELURAHAN KECAMATAN

23 Panjalin Lor

24 Gelokmulya

25 Parapatan

26 Rancaputat

27 Cidenok

28 Banjaran

29 Panjalin Kidul

30 Pancaksuji Sumberjaya
31 Sepat

32 Bongas Kulon

33 Bongas Wetan

34 Garawangi

35 Loji Kobong

36 Paningkiran

37 Sumberjaya

BUPATIMAJALENGKA,
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